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ABSTRAK

Nama : Mohammad Irsyad Alhakim
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Hak Menguasai Negara Dalam Hubungannya Dengan

‘Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Hak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal
mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar
tujuan Negara sebagai organisasi tertinggi dapat terus dilaksanakan melalui
peraturan-peraturan yang menyerasikan pembangunan masyarakat dengan
perlindungan hukum atas hak-hak perorangan rakyat. Untuk melihat apakah
kewenangan Negara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, maka
untuk mengukumya dapat dilihat apakah pemerintah selaku penyelenggara
Negara telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakatnya.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dalam pengadaan tanah
unfuk kepentingan umum dapat dilihat dalam aturan hukumnya dengan cara
melihat bagaimana peraturan tersebut memberikan Perlindungan hukum terhadap
hak-hak individu. Perlindungan atas hak-hak atas tanah individual dapat dilakukan
dengan cara. musyawarah. Ada kemungkinan pemilik hak tidak bersedia sama
sekali untuk melepaskan tanahnya. Oleh karena kepentingan umum dan
pembangunan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan dilokasi lain maka
Pengambilan itu dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak.
Terkait dengan pencabutan hak atas tanah, agar pelaksanaan pencabutan hak atas
tanah tersebut tidak menyimpangi konstitusi Negara Republik Indonesia, maka
sebelum dilakukan Pencabutan hak diperlukan adanya suatu penetapan
pengadilan. Kedepan Perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur
mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kata kunci:
Hak Menguasai Negara, Kepentingan umum, Pencabutan hak atas tanah
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ABSTRACT

Nama : Mohammad Irsyad Alhakim

Program Studi - Magister of notary

Judul - State Own Right in the relation to procurement of land for
public interest

State own right in procuring land for the public interest is reflected in legislation
as the Law Number 20 Year 1961 About the revocation of land rights and
Presidential Regulation No. 36 year 2005, as amended by Presidential Regulation
Number 65 Year 2006, the regulations legislation should specify that the goals of
the state as a highest organization can continue to be implemented through
regulations that coordinates the development community with the legal protection
of the rights of individuals. To see if the State authorities has been conducted in
accordance with the constitution, then it can be viewed on the govermen® as the
implementing agency of State has given proper legal protection for the people.
Legal protection of human rights in the procurement of land for public interest can
be seen on the rule of law in a way to see how this legislation provides legal
protection of individual rights. Protection of individual rights can be done by land
deliberations. There is the possibility of the rights owner is not willing at all to let
go of his land. Therefore for the public interest and development as referred can
not built in another location, so it can be done then by revocation of land right. To
sure that the implementation of revocation of land rights did not breach the
constitution of Republic of Indonesia, the revocation of rights is need to establish
the court's decision. Fore, should he make a law that specifically regulates the
procurement of land for public purposes.

Key word:

State own right, public interest, revocation of right
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Bab 1
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, tanah tidak akan terlepas dari segala tindak
tanduk manusia, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani
kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota
masyarakat, tanah merupakan factor pendukung utama kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat.

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu
sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam
bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan
Nepara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat
nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Biarpun pada
umumnya dapat dijualbelikan, dalam pandangan orang Indonesia, yang belum
mendapat pengaruh pemikiran dunia barat, tanah bukan komiditi perdagangan,
sebagai yang tampak dari sikap dan perbuatan sementara pengusaha dalam
melakukan kegiatan ekonominya. Tanah bukan objek investasi, lebih-lebih
dijadikan objek spekulasi.!

Pertanahan di Indonesia punya peran sentral bagi seluruh rakyatnya.
Menurut Joyo Winoto, tanah memiliki keterkaitan erat dengan kebangsaan dan
pemhangunan. Im tercermin dari empat hal yang harus diketahui sebelurn masuk
pada persoalan penataan tanah. Pertama, tanal untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Sebagairnana tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa
ujung cita-cita negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Negaralah yang harus berperan besar karena memiliki kekuasaan atas

seluruh bumi, air, dan ruang angkasa. Kedua, tanah sebagai identitas kebangsaan.

! Boedi Harsono, “Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional", Cet, i (Jakarta:
Universitas Trisakti, 2007}, hal 3

] Universitas Indonesla
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Tanah merupakan kekayaan nasional yang diperjuangkan oleh seluruh bangsa
Indonesia. Oleh sebab itu, sejatinya menjadi hak dari bangsa Indonesia bukan
semata-mata aset pemiliknya. Bagi bangsa Indonesia, hubungan dengan tanah
merupakan hak yang sangat mendasar dan asasi. Hubungan ini menentukan
kesejahteraan, keadilan, sekaligus harmonisasi bangsa. Jika hubungannya tak
tersusun baik, sudah dapat diduga yang akan muncul adalah penderitaan panjang
bagi scbagian besar rakyat Indonesia. Kemiskinan serta konflik berkepajangan
akan terus berlangsung,

Ketiga, tanah harus memiliki fungsi keadilan sosial. Pemegang hak atas
tanah tidak dibenarkan mempergunakan ataw tidak mempergunakan tanahnya
untuk kepentingan pribadi semata, Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus
sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi pemegang hak, masyarakat, dan negara. Hal ini bukan berarti
kepemilikan serta kepentingan perseorangan terabaikan oleh kepentingan umum.
"Namun, jika konsentrasi akses terhadap tanah secara berlebihan dan hanya
tertumpu pada segelintir orang, ini indikasi tidak sehat,” ungkap Joyo. Perilaku itu
dikategorikan sebagai perilaku yang merugikan kepentingan umum. Keempat,
tanah untuk kehidupan. Terbukanya akses rakyat kepada tanah dan kuatnya hak
rakyat atas tanah memberikan kesempatan pada rakyat untuk memperbaiki sendiri
kesejahteraan sosial ekonominya, hak-hak dasarmnya terpenuhi, martabat sosialnya
meningkat, rasa keadilannya tercukupi, dan akan tercipta harmoni sosial. Dalam
rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, arah dan kebijakan
pertanahan difokuskan pada empat prinsip:

(1) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru
kernakmuran rakyat,

(2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan
tatanan kehidupan bersama yang lebith berkeadilan dalam kaitannya
dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah,

(3) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin
kelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenepgaraan
Indonesia, dan

(4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan
tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi

Universitas Indonasia
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berbagai sengketa dan konflik. Penataan tanah juga tidak melahirkan
konflik atau sengketa baru dikemudian hari.?

Di Indonesia, secara konstitusional pengaturan hukum tanah ditegaskan
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 terdapat dua kata
yang menentukan, yaitu perkataan “dikuasai” sebagai dasar wewenang Negara
dan perkataan “dipergunakan” mengandung suatu penntah kepada Negara untuk
mempergunakan bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.?

Kandungan makna dalam pasal tersebut memililki dua garis besar:
pertama, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya. Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dipergunakan untuk sebesar-besamnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai
Negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa
Negara adalah suvatu organisasi kekuasaan dar seluruh rakyat schingga bagi
pemilik kekuasaan, upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dalam
hal ini dipegang oleh Negara. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dan
diusahakan oleh Negara bermuara pada satu tujuan yaitu menciptakan sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Tujuan itu menjadi tanggung jawab Negara sebagai
bentuk konsekuensi dari hak menguasai Negara terhadap bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya. Hal ini merupakan jaminan dan bentuk
perlindungan terhadap sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kesejahteraan urnum

atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

2 Joyo Winoto, “Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan”, terdapat disitus
http://www. brighten.or.id/index., diakses tanggal 19 Februari 2009.

’ Winahyu Erwiningsih (a),"Hak Menguasai Negara Atas Tanah”, Cet. I, {Yogyakara:
UII press dan Total Media, 2009), hal. 3,

* Ibid, hal 82.

Universitas Indonasia
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Kemudian dalam penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1X /MPR/ 2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dinyatakan bahwa “sumber daya
agrana/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang maha Esa kepada
bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh
karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang
dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur.” Dalam Pasal 1 Undang-Undang Neo. 5 Tahun 1960 juga dinyatakan hal
yang demikian.

Dalam Pasal 2 ayat (2) dirumuskan tsi kewenangan hak menguasai dari
Negara sebagai tafsiran atas Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar mengenai
pengertian dikuasai oleh Negara. Ditegaskan dalam penjelasan umum angka il
(2), bahwa hak menguasai dari Negara bukan berarti memiliki, melainkan
merupakan kewenangan di bidang bidang hukum publik dari Negara sebagai
organisasi kekuasaan bangsa Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (2j dan (3) UUPA Pasal 2 ayat (2) : Hak menguasai
dari Negara memberi wewenang:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,persediaan,

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut:

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang

dengan bumi, air, dan ruang angkasa:

¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan
ruang angkasa.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (3), Wewenang yang bersumber pada hak
menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai
sebesar besarmmya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kerakyatan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur. Azas ini hendak mengatakan bahwa negara bukan
sebagat pemilik.

Konsep Negara sebagai pemilik hanya ada pada saat negara Indonesia

pada masa penjajahan. Kewenangan negara dalam bidang pertanahan tersebut

Universitas Indonesia
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merupakan pelimpahan tugas bangsa, kewenangan tersebut bersifat publik semata-
mata. Maka berbeda dengan hubungan hukum yang bersifat pemilikan antara
negara dan tanah berdasarkan domein verklaring dalam hukum tanah administratif
pada waktu sebelum berlakunya UUPA, namun domein verklaring sudah dicabut.
Pada penjelasan umum disebutkan bahwa UUPA berpangkal pada pendirian
bahwa untuk mencapal apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD tidak
perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak
scbagai pemilik. Adalah lebih tepat jika Negara sebagai organisasi kekuasaan dari
seluruh bangsa atau rakyat bertindak sebagai badan penguasa.Kewenangan negara
sebagai hak menguasai seperti disebutkan dalam Pasal 2 UUPA meliputi bidang
legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Berkaitan dengan hak menguasai Negara ini instansi mana yang
menjalankan wewenang tersebut:

a. Badan legislatift Menjalankan wewenang hal-hal yang Dberkaitan
dengan bidang legislatif seperti MPR dngan bentuk penetapan MPR
dan DPR yang dengan bentuk perundang-undangan.

b. Badan eksekutif: Yang dicakup dalam pengertian menyelenggarakan
dan menentukan dilakukan oleh Presiden dan dibantu oleh menteri atau
pejabat tinggi lainnya.

¢. Badan yudikatif: Penyelesaian sengketa-sengketa tanah, baik diantara
rakyat sendiri maupun rakyat dan pemerintah melalui peradilan umum,
(UU No 2 tahun 1986),

Jika dilihat dari konsep pertanahan di Indonesia jelas sekali tampak bahwa
tujuan dari segala pelimpahan wewenang atas penguasaan tanah tujuannya tidak
lain 1alah mencapai kesejateraan rakyat, pamun dari pada itu dari apa yang
tampak, tanah masih jadi lahan sengketa antara rakyat dan pemerintah. Berdalih
pengembangan, pengusuran terjadi atas nama pembangunan. Alih-alih untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih besar justru meninggalkan hak-hak
masyarakat kecil yang justru memiliki daya tawar yang lemah. Kesejahteraan
kaum bawah seolah jadi urusan nomor sekian. Yang terkini di Banda Aceh
misalnya, penggusuran para pedagang yang menempati tanah milik daerah di
bekas terminal Seutui. Penggusuran dengan biaya pindah hanya Rp2 juta, sungguh

sangat mencederai rasa keadilan bagi para pedagang. Padahal, mengacu pada
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Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.’

Dengan alasan demi kepentingan umum, hak milik atas tanah rakyat
seringkali diambil alih oleh pemerintah. Meskipun oleh pemerintah di berikan
ganti rugl yang layak, namun sampai sekarang belum ada ukuran yang jelas
tentang harga yang layak. Sechingga seringkali dalam proses pelepasan hak milik
atas tanah rakyat, terjadi penolakan dari pemilik tanah karena besarnya ganti rugi
yang diberikan kepada mereka dianggap sangat merugikan pemilik tanah. Tetapi
kalau pemerintah sudah menginginkan tanah tersebut untuk kepentingan umum,
maka tidak ada jalan lain, masyarakat harus menyerahkan hak milik mereka untuk
kepentingan umum.

Kalau tanah itu diperuntukkan untuk kepentingan umum kepentingan
untuk siapa, dapatkah suatu kepentingan dikatakan kepentingan umum kalau
disatu sisi ada masyarakat yang tertindas hak-hak individunya karena harus
kehilangan tempat tinggalnya, sementara ada sekelompok masyarakat yang
menikmati hasil tanah tersebut dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi. Seperti
diketahui bahwa dalam pola masyarakat Indonesia yang agraris, tanah bukan
hanya berfungsi ekonomi semata, namun lebih jauh dari pada itu.

Terkait dengan latar belakang tersebut penulis untuk itu tertarik untuk
mengangkat suatu tulisan berjudul “Hak Menguasai Negara atas Tanah Dalam

Hubungannya Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”.

1.2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah hubungan konsep hak menguasai Negara dengan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum?

2. Bagaimanakah Implementasi konsep Hak Menguasai Negara dalam kaitannya

dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

} Pedagang versus Pemerintah kota, terdapat disitus

http://ekonomi.kompasiana.com/diakses pada tanggal 18 Februari 2009
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1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui hubungan konsep hak menguasai Negara dengan
pengadaan tanah untuk kepentingan umurn.

2. Untuk mengetahui implementasi konsep Hak Menguasai Negara dalam

kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.4. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah memerlukan suatu metode penulisan.
Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan
kebenaran. “penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia
untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu p&:ﬁgetahuan”,6
termasuk ilmu hukum, dikarenakan “peneclitian I:;ertujuan untuk mengungkapan
kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”’ yang berdasarkan pada
analisa.

Dalam penulisan ini digunakan penelitian normatif dengan tujuan untuk
menarik asas-asas hukum mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan
dengan masalah yang dibahas.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah tipologi deskriptif analistis®
yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang svatu gejala
atau keadaan sehingga dapat diperoleh data mengenai hubungan hukum antara
satu gejala hukum dengan gejala lainnya. Maka penelitian ini menguraikan
analisis yuridis mengenai konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpul data yang
digunakan adalah Studi kepustakaan.

¢ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet I, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986), hal.3.

? Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Perelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjawan Singkat),
cet.8, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004}, hal.l.

¥ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 10,
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Bahan hukum primer yang digunakan meliputi, antara lain
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang
nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabuatan Hak-Hak Atas Tanah, Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan
hukum, buku-buku yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pokok
permasalahan, serta buku wajib mata kuliah Metede Penelitian dan Penulisan
Hukum.

Bahan hukum tersier diperoleh antara lain dari Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia dan Kamus Hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan maksud untuk mempermudah memahami penulisan tesis ini,
sistematika penulisan dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi empat bab
sebagai berikut.

Bab 1 Sebagai pendahuluan merupakan pengantar untuk memahami garis
besar dari seluruh pembahasan. Dalam hal ini diuraikan mengenai latar
belakang penulisan, pokok permasalahan, metode penelitian serta
sistematika dalam penulisan tesis in.

Bab]l  Membahas teori umum yaitu dasar-dasar pemikiran yang melatar
belakangi hak menguasai Negara, hak menguasai Negara, penguasaan
tanah oleh Negara, Hak menguasai Negara atas tanah, Kepentingan
Umum, Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional.
Kemudian membahas Hak menguasai negara atas tanah di Indonesia
yaitu landasan yuridis, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di

Indonesia, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara sukarela
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Bab I

dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara wajib,
Kasus-kasus terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
meliputi kasus pengadaan tanah untuk Pembangunan Banjir kanal
Timur dan Kasus Pencabutan Hak Atas Tanah Kompleks “yen pin”.
Terakhir membahas analisis permasalahan hukum yaitu Amnalisis
konsep Hak Menguasai Negara dalam hubungannya dengan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum dan Analisis mengenai Implementasi
Hak Menguasai Negara dalam kaitannya dengan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum.

Dimana dalam bab terakhir ini dipaparkan mengenai simpulan yang
pada hakikatmya merupakan jawaban dari permasalahan yang ada,
sedangkan saran-saran merupakan jalan keluar berupa penyempurnaan
atas berbagai persoalan yang diteliti maupun hanya sebatas

memperbaiki kelemaban yang ada.
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Bab 2

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

2.1 TEORI UMUM

2.1.1. Dasar-dasar Pemikiran Yang Melatar Belakangi Hak Menguasai
Negara

Dalam pemahaman tentang eksistensi manusia dalam pemikiran barat,
segala Sesuatu mengénai peran pemerintah dan kekuasaannya digunakan sebagai
alat untuk mencapai perkembangan individu. Perkembangan individu yang
berkemampuan sepenuhnya dijadikan dasar politik dan tujuan hukum dari

masyarakat modern.'

Menurut Friedman gagasan untuk meningkatkan kemampuan individu
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah ada sejak demokrasi
Athepa yang dalam perkembangannya diteruskan oleh John Locke dan
dilegalkan dalam deklarasi tentang Hak Asasi manusia di Perancis dan dalam
konstitusi Amerika. Kecenderungan pemikiran ini mendalilkan hak-hak khusus
individu yang tidak dapai diganggu gugat termasuk didalamnya adalah hak

milik, dimana hak tidak ada hubungannya dengan kewajiban.?

Dalam perkembangannya terjadi pemikiran mengenai pentingnya
kebahagiaan bersama sebagai tujuan masyarakat. Immanuel kant dalam hal ini
mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan keadaan dimana kemauan yang

sewenang-wenang dari individu dapat digabung dengan kemauan orang lain

! Winahyu Erwiningsih,(a) Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (UIl press dan total
media, cet I, 2009) hal. 104,

2 W, Friedman, Legal Theory, diterjemahkan cleh Muhammad arifin dengan nama
Teori dan fisafat hukum, Hukum dan Masalah-masalah kontemporer, {Radar jaya Offset,
lakarta, 1990) hal. 46.
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dibéwah hukum umum yang meliputi kebebasan. Bentham mendalilkan bahwa
kebahagiaan yang terbanyak dari suatu masyarakat adalah sebagai tujuan
hukum. Dalam perkembangannya hak individu berangsur-angsur dikurangi oleh

kewajiban sosial walaupun tidak serta merta menghapuskan hak-hak individu.?

Utilitarianisme dari Rudolf von Jhering di Jerman mempunyai tujuan
yang sama dengan Bentham yaitu melindungi kepentingan-kepentingan. Dengan
melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan.
Jhering juga menentang gagasan bahwa hukum alam memberni kepada hukum isi
tertentu yang tetap dan universal. Hak milik misalnya, tidak hanya untuk para
pemiliknya, tetapi juga untuk masyarakat. Hukum harus mendamaikan
kepentingan-kepentingan  keduanya. Ini menyebabkan bahwa Jhering
membenarkan pengambilalihan atau pengekangan berdasarkan hukum terhadap
penerapan hak-hak milik individu. Pengambilalihan merupakan penyelesaian
masalah untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan
kepentingan-kepentingan pemiliknya. Jhering menjadikan kepentingan individu
bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi sesecorang
dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-
kepentingan untuk tujuan yang sama, maka terbentuklah koperasi. Perdagangan,
masyarakat dan Negara merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-

kepentingan untuk tujuan yang sama itu.*

Eksistensi manusia dalam pandangan demokrasi barat dipandang sebagai
manusia yang mandiri yang secara kodrati harus dijamin kemandiriannya
dengan memberikan kebebasan atas aspek-aspek pribadi guna memenuhi
kehidupannya, salah satunya aspek kepemilkan tanah. Campur tangan Negara
atas hak milik individu berada di luar konteks hak itu sendiri yang berupa

tuntutan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaanya. Dalam hubungannya

2 Winzhyu Erwiningsih (a)., Op.Cir, hal. 105,

* Lieke Lianadevi Tukgali, Fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan smum, cetakan 1 (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 33,
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dengan masyarakat, hukum menjaga agar kebebasan seseorang tidak

mengganggu kebebasan orang lain.’

Salah satu cirt yang menonjol dari paham individualisme adalah
kebebasan memiliki tanah. Pengakuan terhadap kebebasan memiliki sebagai hak
dasar dianggap sebagai prinsip demokrasi. Negara dalam hal ini memiliki
kewenangan untuk melakukan kewajiban-kewajiban sosial kepada para pemilik
tanah termasuk juga penarikan pajak dan pencabutan kekuasaan hak atas tanah.

Namun demikian ketentuan cara penggantian yang adil adalah prinsip utama. ¢

Terkait dengan pemahaman manusia Indonesia akan eksistensi manusia
untuk mencapai perkembangan pribadinya, manusia Indonesia memandang
bahwa tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri tanpa bantuan
manusia lain dalam masyarakat. Hal int mempunyai konsekuensi adanya hidup
saling membantu dan saling melengkapi antara manusia dengan masyarakat.
Dalam konteks kehidupan bemegara, maka manusia Indonesia juga memerlukan

peran Ncgara.7

Manusia Indonesi; mempunyai kedudukan kodrat sebagai makhluk
berdiri sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan vang otonom
yang mempunyai eksistensi sendii dan memiliki pribadi sendin. Namun
demikian manusia mempunyai kedudukan kodratnya juga sebagai makhluk
Tuhan. Unsur-unsur hakekat manusia tersebut (makhiuk individu dan makhluk
Tuhan) merupakan monodualis yang merupakan suatu kesatuan jiwa raga,
kesatuan makhluk individu dan sosial dan makhluk yang berdiri sendiri dan
serta makhluk yang berketuhanan, yang kesemuanya utuh bersifat majemuk
tunggal. Dengan demikian manusta harus mampu menjelmakan unsur-unsur
hakekat manusia yang bersifat monopruralis tadi dalam perbuatan kehidupan

sehari-hari. Perjalanan hidup manusia Indonesia dalam sejarahnya yang panjang

* Ibid., hal. 106.
® Winahyu Erwiningsih (a)., Op.Cir. hal. 105.

? 1rdi Dipoyudo, Pancasila arti dan pelaksanaannya, ( Jakarta: CSIS, 1984) hal.160.
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telah membuahkan suatu pandangan hidup berupa kristalisasi dari nilai-nilai
yang ada pada bangsa Indonesia sendiri yang merupakan pandangan tentang

jiwa dan kepribadian dan merupakan inti pokok dari pancasila.®

Berdasarkan pandangan diatas bahwa eksistensi manusia tidak hanya
terwujud sebagai svatu pandangan akan keadaan di mana individu dipandang
sebagai sesosok makhluk yang berdiri sendiri tanpa terikat, namun lebih dari
pada itu, manusia atau keberadaan manusia justru hadir dan menemukan
kelembagaannya atau aktualisasinya akan suatu perbuatan adalah bergantung
terhadap individu lainﬁya. Dapat dikatakan disini bahwa eksistensi manusia
akan tampak jika eksistensi individu masuk kedalam eksistensi antar individu
atau dapat disebut interaksi sosial. Di sini individu-individu saling terkait dan
terikat untuk melaksanakan kewajiban dan hak nya sebagai individu tanpa
mencederai hak individu yang lain. Dalam pelaksanannya mermerlukan suatu
lembaga yang dapat berkuvasa dan berfungsi untuk mengatur keseimbangan
antara hak dan kewajiban individu, antar individu dan masyarakat serta

lingkungannya.

2.1.2 Hak Menguasai Negara

Secara teoritik kepemilikan cleh satu pihak yang melekat karena haknya
atau kepentingannya disebut dengan domein sehingga dikenal adanya domein
privat, domein publik dan domein Negara. Negara dalam mengemban tugasnya
melaksanakan kekuasaan Negara baik itu yang menjadi domein Negara, domein
publik dan domein privat. Terhadap benda domein Negara adalah merupakan
hak milik Negara atau memiliki status seperti dikuasai secara administratif, hal
itu tergantung dari penggunaan benda-benda, misalnya benda-benda yang
dipergunakan untuk umum, benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan
Negara sendiri atau bahkan benda-benda yang sifatnya tidak dapat dimiliki

8 Notonagoro, Pancasila secara ilmiah popular, { Jakarta: Pancuran tujuh, 1975) hal.85
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perseorangan. Dengan demikian dalam hal ini Negara menjalankan fungsi untuk

mempergunakan, melindungi, dan mengatur kekuasaan atas tanah.’

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa dasar
dikuasainya tanah oleh Negara adalah untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Kekuasaan Negara yang demikian itu didasarkan pada
karunia Tuhan serta dorongan fugas Negara untuk mengatur hubungan antar
manusia dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya menurut harkat dan
martabat manusia yang secara asasi juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan.
Oleh karena itu titik tolak pemahaman mengenai manusia serta kepentingan
yang hendak diaturnya adalah pada diri manusia sendiri, manusia dan

masyarakatnya, serta lingkungannya. R

Pernyataan demikian dijumpai dalam alinea keempat UUD 1945 yang
antara lain menyatakan Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kerangka Negara kesatuan
Republik Indonesia. Jadi dengan demikian manusia Indonesia mempunyai
landasan pemikiran atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
ba